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penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. 

2. Kedua orangtuaku tercinta yang senantiasa telah mendukung dan tak lupa 

medoakanku, menyemangatiku, dan memberikan selalu kekuatan dalam 
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ABSTRAK 

Muhammad Dwiki Ronaldo Andre. 632022001. Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis: Studi Kasus pada Subdit 

Jatanras Polda Sumatera Selatan. Program Studi Syariah, Universitas 

Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Helyadi, S.H., M.H (II) Yuniar 

Handayani, S.H., M.H. 

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai upaya 

menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Salah satu kejahatan yang masih 

sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam KUHP dan 

diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perspektif Islam, 

perbuatan mencuri juga dilarang karena termasuk mengambil harta orang lain 

secara batil. Data Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan 

peningkatan kasus kriminalitas, khususnya Curat, Curas, dan Curanmor, dengan 

sebagian pelaku merupakan residivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya 

pencegahan dan efek jera terhadap pelaku belum optimal. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor penyebab residivis kembali melakukan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, 

mengetahui upaya dan strategi penanggulangan secara Islami yang dilakukan oleh 

Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan, serta mengetahui kendala yang dihadapi 

dalam proses penegakan hukum terhadap residivis. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dilakukan di 

Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor penyebab residivis kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya efek 

jera pemidanaan, serta faktor psikologis dan kebiasaan pelaku. Upaya 

penanggulangan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan 

dilakukan melalui pendekatan preventif, pre-emtif, dan represif yang sejalan 

dengan nilai-nilai Islam dalam pencegahan kejahatan, pembinaan akhlak, serta 

penegakan hukum demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan 

prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya mobilitas pelaku kejahatan, 

serta belum optimalnya sinergi antar lembaga dalam pembinaan pasca pemidanaan. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, dukungan 

sarana prasarana yang memadai, serta pembinaan berkelanjutan terhadap mantan 

narapidana agar dapat menekan angka residivisme secara lebih efektif.  

 

Kata kunci: Penanggulangan Kejahatan, Pencurian dengan Pemberatan, 

Residivis, Kepolisian, Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sistem hukum di Indonesia berpijak pada 

Pancasila, sehingga setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan pula dalam Pembukaan UUD 1945 

alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara yaitu melindungi seluruh bangsa 

Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan 

negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum 

nasional suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-

ciri yaitu 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, 2) Peradilan yang 

bebas dari intervensi dan netral; dan 3) Jaminan kepastian hukum. 
1
 

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila 

instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenanangan yang berfungsi untuk 

penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu 

sistem hukum yaitu 1) Substansi hukum, 2) Struktur hukum; dan 3) Budaya hukum
2
 

Penerapan hukum pidana di suatu negara membutuhkan dasar keilmuan 

khusus, yaitu ilmu hukum pidana. Bidang ilmu ini mempelajari hukum pidana 

sebagai salah satu norma hukum yang berperan menjaga ketertiban dan mengatur 

kehidupan masyarakat, selain norma-norma lainnya. Di Indonesia, hukum pidana 

 

 

1
Kaelani, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2020, hal., 92 

2
Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, 

Liberty, Yogyakarta, 2019, hal. 19. 
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telah melalui perjalanan panjang sejak masa kolonial Hindia Belanda. Selama 

bertahun-tahun, ketentuan pidana dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda. Namun, pada tahun 2022 pemerintah 

bersama DPR mengesahkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 yang menjadi pengganti KUHP kolonial dan akan berlaku efektif pada 

2026. Salah satu aspek penting yang tetap diatur dalam KUHP adalah mengenai 

tindak pidana pencurian, meskipun rumusan dan pengaturannya telah diperbaharui 

sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.
3
 

Di dalam Ajaran Agama Islam istilah Al-sariq adalah isim fa„il (kata pelaku) 

dari kata kerja saraqa (mencuri), mencuri ialah mengambil milik orang lain secara 

diam-diam. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah 

suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah 

biasanya dilakukan secara sembunyi. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan 

atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (bathil). Hal ini telah 

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 188: 

 

Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan 

jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa(urusan) hartamu itu kepada hakim 

supaya kamu dapatmemakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. 

 

3
Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2024, hal. 177. 
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Syari‟at islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, 

dan juga menetapkan pandangan yang lebihrealistis dalam menghukum seseorang 

pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman 

tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, 

sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat. 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan 

tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 : 

 

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan 

dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di 

Indonesia, terdapat empat kategori tindak pidana pencurian, yaitu pencurian biasa, 

pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dalam 

keluarga. Pada pencurian dengan pemberatan ada pada Pasal 363 KUHP lama, 

Pasal 479 KUHP baru). 

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP (dan dalam 

KUHP terbaru diatur dalam Pasal 479 UU No. 1 Tahun 2023). Dalam literatur 

hukum Belanda, tindak pidana ini dikenal dengan istilah “gekwalificeerde diefstal”. 

Hingga saat ini, kasus-kasus kriminalitas, termasuk pencurian dengan pemberatan, 
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masih banyak dijumpai di Indonesia. Menurut data terdapat lonjakan kriminalitas 

di Sumatera Selatan pada tahun 2024, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda 

Sumsel) menggelar rilis akhir tahun 2024 di Lantai 7 Gedung Presisi Markas Polda 

Sumsel pada Senin, 30 Desember 2024 bahwa tingkat kriminalitas di Sumatera 

Selatan meningkat drastis sebesar 53,5 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 

10.665 kasus di tahun 2023, jumlahnya naik menjadi 13.520 perkara pada 2024.
4
 

Di ranah tindak pidana umum, tahun 2024 Sumsel diwarnai dengan jumlah kasus 

sebanyak 13.520 perkara. Angka itu mengalami peningkatan sebanyak 2.855 

perkara dari tahun 2023 dengan jumlah 10.665 perkara. Artinya, ada peningkatan 

sebanyak 26,76 persen kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, tingkat 

penyelesaian tindak pidana umum pada tahun 2024 menyentuh angka 8.050 

perkara, meningkat sedikit dibanding tahun 2023 dengan penyelesaian 7.856 

perkara. 

Selanjutnya terdapat dominasi kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (3C) 

oleh Residivis di Palembang memperlihatkan bahwa residivisme adalah masalah 

nyata yang memperparah tingkat kriminalitas di daerah Palembang Sumatera 

Selatan.
5
 Menurut Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono, 

mereka telah meringkus 56 tersangka dari 65 kasus Curat, Curas, dan Curanmor 

(3C) di Palembang. Dari puluhan tersangka tersebut, 21 orang di antaranya 

merupakan residivis dalam kasus yang sama. Para tersangka diamankan selama 

Operasi Sikat Musi 2024 yang digelar selama 15 hari mulai 14-29 Mei 2024. 

 

4
https://ketik.com/berita/angka-kriminalitas-di-sumsel-2024-meningkat-535-persen- 

dibanding-tahun-lalu 
5
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7372497/residivis- 

mendominasi-kasus-3c-di-palembang-polisi-sebut-motif-ekonomi 

https://ketik.com/berita/angka-kriminalitas-di-sumsel-2024-meningkat-535-persen-dibanding-tahun-lalu
https://ketik.com/berita/angka-kriminalitas-di-sumsel-2024-meningkat-535-persen-dibanding-tahun-lalu
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7372497/residivis-mendominasi-kasus-3c-di-palembang-polisi-sebut-motif-ekonomi
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7372497/residivis-mendominasi-kasus-3c-di-palembang-polisi-sebut-motif-ekonomi
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Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono menyebutkan, para 

tersangka tersebut terdiri dari 49 dewasa dan 7 anak berhadapan dengan hukum 

(ABH). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana umum 

masih mendominasi dengan Curat (pencurian dengan pemberatan), Curas 

(pencurian dengan kekerasan), dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor) 

sebagai kasus yang paling banyak terjadi. Fenomena ini semakin diperburuk oleh 

tingginya angka residivisme, di mana sebagian besar pelaku merupakan residivis 

atau pelaku berulang dalam tindak pidana yang sama. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa efek jera dari sistem pemidanaan masih lemah, sekaligus 

menggambarkan adanya tantangan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial 

mantan narapidana. 

Dengan demikian, permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah bagaimana strategi penanggulangan tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan yang dilakukan oleh residivis, serta sejauh mana upaya Subdit Jatanras 

Polda Sumatera Selatan mampu menekan angka kejahatan berulang tersebut. Atas 

dasar itu, peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul “Penanggulangan Tindak 

Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis: Studi Kasus pada 

Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan.” 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Apa saja faktor penyebab residivis melakukan kembali tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan? 
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2. Bagaimana upaya dan strategi penanggulangan secara islami yang dilakukan 

oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dalam menangani kasus pencurian 

dengan pemberatan oleh residivis? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh Subdit Jatanras dalam proses penegakan hukum 

terhadap residivis pelaku pencurian dengan pemberatan? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab residivis melakukan kembali tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. 

2. Untuk mengetahui upaya dan strategi penanggulangan secara Islami yang 

dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dalam menangani kasus 

pencurian dengan pemberatan oleh residivis. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Subdit Jatanras dalam proses 

penegakan hukum terhadap residivis pelaku pencurian dengan pemberatan. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan 

keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum tentang Penanggulangan Tindak 

Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Residivis. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Dosen dan mahasiswa sebagai 

referensi sebuah kajian penelitian tentang Hukum atau tidak pidana. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Instansi Kepolisian Khususnya 

Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. 
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E. Definisi Operasional 

 

1. Penanggulangan 

 

Yang dimaksud dengan penanggulangan adalah segala bentuk upaya yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Subdit Jatanras Polda 

Sumatera Selatan, baik secara preventif (pencegahan), pre-emtif (penyadaran 

masyarakat), maupun represif (penindakan hukum) dalam rangka mengurangi, 

menekan, dan menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh 

residivis. 

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 

 

Merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP 

lama dan Pasal 479 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yaitu pencurian yang 

dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan pada 

malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan 

dengan cara khusus (membongkar, merusak, atau menggunakan kunci palsu), 

dilakukan pada saat terjadi bencana, atau pencurian terhadap hewan ternak. 

3. Residivis 

 

Residivis adalah pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman atas suatu 

tindak pidana tertentu dan kemudian mengulangi kembali tindak pidana yang 

sama setelah bebas. Dalam konteks penelitian ini, residivis yang dimaksud 

adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

maupun tindak pidana sejenis (Curat, Curas, atau Curanmor). 
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4. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan 

 

Merupakan Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) yang berada di 

bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera 

Selatan. Subdit ini berwenang menangani kasus-kasus kejahatan konvensional, 

termasuk pencurian dengan pemberatan, serta melakukan langkah-langkah 

strategis dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal. 
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